
2. Undnng Undang Nomor 12 Tahun 1969 lcnlang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten 
Otonom di Provinsi lrian Barat (Lembaran Negara Tahun 
1Yb9 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Nomor ~907); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Ba.gi Provinsi Papua [Lornbarari Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 lentang Perubahan 
Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tenta.ng Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155~ 

Tambahan / 2 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 

Mengingat -- 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Per ubahari Alas Perat uran Perneriritah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnng-Undnng 
Nomor b Tahun 2014 tentang Desa, perlu mcnctapkan 
Peraturan Bupati tentang Besaran Dan Pedoman Teknis 
Penggunaan scrta Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) 
untuk ~ct.ia.p lcarnp u ng d i Ke lru pe te n Dogiy ai 'I'al uru 
Anggaran 2024; 

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu 
diletapkan dengan Peraturan Bupati. 

Menimbang 

BUPATI DOGIYAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS 
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG 

DI KABUPATEN DOGIYAI TAIIUN ANGGARAN 2024 

PERATURAN BUPATI DOGTYAI 
NOMOR 8 TAHUN 2024 

BUPA'l'T DOGTYAT 
PROVTNST PAPUA TENGAH 

SAUNAN 



11. Peraturan / 3 

Tambahan Lernbarnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6697); 

4. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2008 tcniang 
Pem bentukan Ka bu paten Dogiyai di Provinsi Papua 
(Lernbaran Negara Tahun 2008 Nornor 81 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4807); 

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcrubc nt.u ka.n Pc1alu1au P~1 um.lang-Unclangan (Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234)sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 12 Tahun 
2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lernbarari Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801) ; 

6. Undang-Undang Nornor 6 Tab un 2014 tentang Desa 
(Lcmbaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20111 Nomor 2'1'1, Tambahan Lembo.ran Ncga.ra. 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana relah diubah 
bcbcrapa kali tcrakhir dengan Undang-Undan.g Nomor 6 
Tahun 2023 tentnng Penetapun Pcruturan Pcmerintah 
Pengganti Undo.ng Undang Nomor 2 Tuhun 2022 lcnlang 
Cipta Keria rneniadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indoncsiu Tahun 2022 Nomor 41 'rambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pcrncrintahan di 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nornor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 
Pernbentukan Provinsi Papua Tengah (Lernbaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
ten tang Perubahan Alas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tcntang Dcsa (Lembaran Negara Republik Jndonesta Tahun 
2015 Norno c 157, Tambahan Lembaran. ~egara Republik 
Indonesia Nomor 5717);~ 
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6.Dinas ./4 

3. Bupati ialah Bupati Dogiyai; 

4. OPD adalah Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupatcn Dogiyai; 
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dogiyai yang 

mengelola Keuangan ctan Aset Daerah;# 

Dalam Pcraturan Dupat i ini yang dirnakaud dengan ; 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dogiyai; 

2. Pemerintah Kabupaten Dogiyai adalah Kcpala Daerah sebagai unsur 

Penvelenzzaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin oclaksanaan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RR~ARAN ALOKAST 
DANA KAMPUNG UNTUK PEMERINTAH KAMPUNG DI 
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Len tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6632); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun ?.01 ~ Nomor 2036), 
sebagairnann telah diubah beberapa kali tere khir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubnhnn atas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Dacrah (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
20H3 Nomor lb'/); 

13. Pcraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 20 Tahun 2018 
tentnng Pcdoman Pcngelolaan Keuarigan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pcndapatan clan Belanja Dacrah Tahun 
Anggaran '.2024 (Lcmbaran Daerah Kabupat.en Dogiyai 
Tahun ?024 Nomor 2); 

15. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Penjaharan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah 
Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024( Berita Daerah 
Kabupaten Dogiyui Tuhun 2024 Nomor 1). 
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19. Pemeqanq ./5 

6. Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Kampung, yai1.g selanjul.nya 

disingkat DPMK adalah Organisasi Perangkat Dacrah Kabupaten Dogiyai 

yang berfungsi mclakukan pernbinaan tcrhadap pemcrinlahan kampung 

dan pemberdayaan masyarakat. 
7. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik scbagai Pcrangkat Daerah 

Kabupaten: 
8. Karnpung adalah kesatuan masyarakat hukum yang rnerniliki batas-batas 

wilayah yang bcrwenang unluk mengatur dan mcngurus kcpcntingan 
masyarakat seternpat bcrdasarkan asal uaul nan adat tstiadat seternpat 
yang diakui clan dihormati dalam sistern Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

9. Pcmerintahan Krunpung adalah Penvelenzzaraan Urusan Pcrnr-rintahan 

oleh Pemcrintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung: 

10. Perncrintah Kampung adalah Kcpala Kampung atau Perangkat Kampung 

sebagai Unsur Penyelenggara Pemermtahan Kampung; 
11. Kepala Kampung adalah Pcmirnpin Pemerintah Karnpung di Kabupaten 

Dogiyai; 

12. Badan Pcrmusyawaralan Karnpung selanjutnya disingkat Bamuskam 

adalah lcmbaga yang mclaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampurig 

berdasarkan katerwakilon wilayah don ditetapkan scc.u1 u dernokr at i»; 

13. Perangkut Kampung adalah Unsur Sckrcluriul Kampung, Pela kxa na 

Kewilayahan dnri Pcla kae na Tekrrie, 

14. Peraturcn Kumpung mfalah Pcrat'urari Per'urrdarig-u ndarrgan yang dibuut 

olch Badan Pcrmusyawaratan Knmpunb bci sama Kcpala Karnpung; 
15. Alokuai Dana Kampung selanjutnya di::iingkal AUK uuutun Duna 

Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Penenmaan dan 
Pendapatan Kabupaten setelah dikurangi Dana 1\lokasi Khueus: 

16. Anggaran Pendapatan dan Delanja Kampung untuk selanjutnya dismgkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan Pernerintah Kampung yang 
dibahas dan disctujui bcrsarna olch Pcmcrintah Kampung dan I3adan 

Permusyawaratan Kampung dan ditetapkan dengan Pcraturan Kampung; 
17. Kekayaan Kampung aclalah barang milik Kampung yang berasat dart 

kekayaan asli Karnpung, dibeli dan diperoleh atas beban APB Kampung 

atau perolehan hak lainnya yang sah; 
18. Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat 

PTPKK adalah Pern.ngkat Karnpung yang ditunjuk oleh Kepala Krunpung 

untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung; l( 
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d.Meningkatkan ./ 6 

Pasal3 

(1) Alokasi Dana Kampung (ADK) merupakan dana langsung yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung 
dalam rangka meningkatkan kapasitas Pelayanan Pemerintah, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung. 
(2) ADK adalah Dana APBD Kabupaten Dogiyai yang dialokasikan kepada 

Pcrncr in ta h Kampung untuk mcnyclen.ggarakon Otonom.i Kam.pung a.gar 

tumbuh clan berkembang berdasarka.n kea.nekaragarnan parlisipasi, 

otonomi aeli, dcrnokratisaei clan pemberdayaan maeyarakat. 

(3) ADK diberikan kepada Pemerintah Kampung dengan tujuan : 

a. Mena.nggulo.ngi da.n mengurangi kemiskinan; 

b. Mcningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 

Tingkat Kampung dan pemberdayaan rriasyarakat; 

c. Mcningkatkan Pcmbangunan Infraeruktur Krunpung;~ 

BAB Ill 

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tindak lanjut 

Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Len Lang 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Landasan 
l Iukum bagi Pcmerintah Daerah dan Pernerintnh Karnpung dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 
2024. 

BAB JI 
MAKSUD DAN TUJUAN 

19. Pemegang Kekunsnan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala 

Kampung yang karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan Keuangan Kampung; 

20. Tim Pelaksana Alokasi Dana Kampung adalah Tim yang dibentuk oleh 
Kepala Kampung untuk mclaksanakan kcgialan yang bcrsumber dari 

Alokasi Dana Kampung clan mempertanggungjawabkan semua kegiatan 

yang bcrsumbcr dari Kcuangan Kampung; 
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(1) Sekretaris ./ 7 

Pasal 5 

Pasal 4 

(1) Kepala Kampung udalah pcmcgang kekuasaan pengelolaan keuangan 
karnpung dan mewakttt Pernerrntah kampung dalam kcpcmilika.n 

kekayaan milik kampung yang dipisahkan. 

(2) Kepala Karnpung sehagai pernegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcmpunyai kcwcnangan: 
a. menetapkan kebijakan ten tang pelaksanaan APBKampung; 

b. menetapkan PTPKK; 

c. mcrictapkan pel ugae yang mclakukan pcmungutan penerlmaan 

kampung; 
<l. rncnycl ujui pcngcluarari atas kegiatan yc;1r1g ditctapkan dalarn 

APBKampung; dun 

e. mclakukan tlndakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBKwnpung. 

(3) Kcpala Kampung c.lalam meluksanukun pengeloluan keuangnn kampung, 
dibanlu oleh Pejabal Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang 
ditrtapkan dengan Keputusan Kepala Kampung. 

(4) Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berasa.1 dari unsur Perangkat Karnpung. terdiri 

dari: 

a. Sekretaris Kampung; 

b. Kepala Urusan; clan 

c. Bendaha.ra. Kampung. 

BAB IV 

KEKUASAAN PENGF:LOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

d. Meningkatkan pengarnalan nilai nilai kcagamaan, sosial budaya 
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 

e. Meningkatkan kctcntrarnan clan kelerliban masyarakat; 

f. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Kampung dalarn rangka 
pcngcmbangan kegiatan Sosial clan Ekonomi Masyarakat. 
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BAB VI /8 

(1) Pcratui au Dupdli Du~iyHi i n i meru-tapkan Besa.ran Alokast t rana Karnpung 

yang bersumbcr dari APBD untuk Pemerintah Kampung di Kabupaten 
Dogiyai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp, 63.445.78b.800,- [etiam p11l11h 

t.iyu tniiuur empat ratus cmpat puluh Zima juta tuiuh. ratus detana» p117u11 

enam ribu deuuxui ratus rupiah): 
(2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
(3) Alokasi Dana Karnpung sabagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber 

dari: 
a. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 4().487 .028.300,- (empat puluh 

Sembilan milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh 
delapan ribu tiga ratus rupiah); dan 

b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 13.958.758.500, (tiga.bela.s milar 

Sembilan ratus lima puluh dclapan juta tujuh ratus lirna puluh 

clcla.pGt.J.1. 11Lu lu.ua. 1a.lu;:, 1 upic:J.1) yc:111tS uilc1i1rn:1 Kc1.Lupc1.Lcu Du~iycl..i,cir 

BABV 
DESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG 

(1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf 
a bcrtindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 
kampung. 

(2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan 
keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai 
tugas: 
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung; 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APHKnmpung, 

perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanuan 

APBK!llilpung; 

c. mclakukan pengendalian tcr hadnp pelakeanaan kcgiatan yang tclah 

ditctapkan dalarn APBKampung; 

d. mcnyusun pelaporan clan pertanggungjawaban pclaksanaan 
APBKcunpung; don 

e. melakukan verifikasi ter hariap bukti bukti pcncrimaan dan 

perigcluur u n APBKampung. 
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J 1.Perolehan ./9 

Pasat 7 

( l) Alokasi Dana Kampung yang ditcrima masing masing Kampung yang 

bcr-sumber n::iri 0An:a Aloka si Uumum (DAU) ecbugaimana dimaksurl dHIHm 

Pasal 6 Ayat (~) huruf a ditetapkan berdasarkan azas merata, adil dan 
berprestasi: 

a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Karnpung yang 

e ama untuk sctlap Kampung, yang sclanjutnya disebut Alokasi Dasar 

yang ditctapkan scbesar 54,2°.li, (lima puluh ernpnt koma dua 

perseratusl dart total Alokasi Dana Knrnpung Ka.bupatcn yang 

bcrsumbcr dari DAU dengan rincian masing musing kampung 

mcndapatkan sebesar Rp. 339.000.000,- (l,ga ratus tiga 

puluh Sembilan juta rupiah). 

LL Azas Adil adalah besaran Aloknsi Dnna Ka.mpung yang dibagi 

berdasarkan perolehan jumlah dana desa kurang dari 1.267 .OOO.OOO.­ 

ditetapkan scbcsar 40,8°/i, dengan rincian scbagai berikut: 

1. Perolchan dana desa dibawah Rp 817 000.000 sehc>"~r 

Rp. 525.000.000 

2 Perolehan dana desa Rp. 817.000.000 s/d Rp 84'/.UOU.OOU eebesar 

Rp. 500.000.000 
3. Pcrolchan dana dcsa Rp 847.0UU.UVV s/d !-<.p ~'/IJ.UUU.UUU sebesar 

Rp. 475.0UO.OOU 

'+. i-erorenan oana cesa KP. ~,~.uuu.uuu a/ct t<p lJbv.uuu.uuu scocsar 
Rp. 400.000.000 

5. Pcrolchan dana dcsa Rp. 950.000.000 s/d Rp 982.000.000 sebesar 

Rp. ~7S.000.000 
6. Perolehan dana desa Rp. 982.000.000 s/d Rp 1.004.000.000 

sebesar Rp. 350.000.000 
7. Perolehan dana desa Rp. 1.004.000.000 s/d Rp 1.007.000.000 

sebesar Rp. 326.000.000 
8. Pcrolchan dana dcsa Rp. 1.007.000.000 s/d Rp 1.027.000.000 

sebesar Rp. 325.000.000 
9. Perolchan dana dcsa Rp. 1.027.000.000 s/d Rp 1.056.000.000 

sebesar Rp. 300.000.000 
10. Perolehan dana dcsa Rp. 1.056.000.000 s/d Rp 1.078.000.000 

:scbc:sa.r Rp. 275.000.000cx:r 

BAB VI 

RUMU8AN PENETAPAN ALOKA~T DANA KAMPUNO 
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Besaran / 1 0 

11. Perolehan duna desa Rp. 1.078.000,000 s/d Rp 1.104.000.000 

sebesur Rp. 250.000.000 

12. Perolchan dana desa Rp. 1.104.000.000 s/d Ro 1.119.000.000 
sebesar Rp. 225.000.000 

13. Pcrolef iari uana desa r<p. l. I IY.O(J(}.()()() s./d Rp 1.156.000.000 

sebesar Rp. 200.000.000 

14. Perolehan dana desa Rp. 1.1 S6 000.000 s/d Rp 1. 157.000.000 
sebesor Rp. 176.000.000 

15. Perolehan dana dcsa Rp. I. 157 000.000 s/ d Rp 1.179.000.000 
aehesar Rp. 175.000.000 

16. Perolehan dana desa Rp. l.179.000.000 s/cl Rp 1.205.000.ooo 
sebesar Rp. l 50.000.000 

17. Perolehan dana desa Rp. l.20S.OOO.OOO is/d Rp 1.207.000.000 
sebesar Rp. 126.000.000 

18. Perolehan dana desa Rp. 1.207.000.000 s/d Rp 1.222.000.000 
scbesar Rp. 125.000.000 

19. Pcrolchan dana desa Rp, 1.222.000.000 s/ d Rp 1.248.000.000 
sebesur Rp. 100.000.000 

20. Pcrolchan dana dcsa Rp. 1.248.000.000 s/d Rp 1.267.000.000 
sebeaar Rp. 750.000.000 

c. Azas berprestasi adalah besaran alokasi Dana Kampung yang 

diperuntukan bagi kampung-karnpung yang rncndapat pcnilain 
khusus yang telah ditentukan oleh Um penilai sebesar 5, I% dari 
totalan Alokas; Dana Kampung. 

(2) Alokasi Dana Kampung yang ditcrirna masing-masing Kampung yaug 

bersurnber dart Dana Bagi Hasil (DBII} sebagaunana dimaksud dalam 
Pasal 6 Ayat (3) huruf h ditetspkan berdasarkan azcs merata dan Alokasi 
Khusus: 

a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang 

sama untuk setiap Kampung, yang sclanjutnya discbut Alokasi Dasar 

yang ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh perserat.us) dari total 

Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari DBH dengan rincian 

masing-masing kampung rnendapatkan sebesar Rp. 159.023.000,­ 

(serratus lima puluh Sembilan dua puluh tiga ribu rupiah). 
b. Alokasi Khusus adalah besaran Alokasi Dana Kampung yang 

diperuntukkan bagi distrik-distrik yang ditcmpuh dengan 

mengunakan transportasi udara ditetapkan sebesar 10% [serratus 

lima puluh Sembilan dua puluh tiga ribu rupiah) J:/ 
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(6) Penggunaan / 11 

c. Insentif RT/ RW. 

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b adalah: 
l . Belanja Alat Tulis Kan tor; 

2. Belanja Cetak dan Penggandaan; 
3. Perjalanan Dinas Aparatur Karnpung; 

4. Pengadaan Aset tetap perkantoran; dan 
5. Belanja lain-lain sesuai kebutuhan di masing-masing kampung.~ 

Pasal 9 
(1) Penggunaan Alokasi Dana Karnpung sebuaaimanu dimcksud dalam Pasal 

8 huruf a adalah sebagai bcrikut: 
a. Penghastlan Tctap clan Tunjangan Kepnla Knmpung, Pcnghasilan 

Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung serta Tunjangan 
Kedudukan Bamuskam. 

b. Biaya Operasional Pemerintah Kampung dan Biaya Opcraeional 

Bamuskam. 

Pasal 8 

Penggunaan Alokasi Dana Kampung dipcruntukan untuk: 
a. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran 

Karnpung yang diterima Kampung digunakan untuk mernbiayai 
operasional Pemerintahan Kampung dan Penghasilan Apartur Kampung; 

b. Paling scdikit 70% [tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran 

K~mpung yang ditcrima Ko.rnpung digunnlcan untuk mcridanui 

program/bidang kegiatan prioritas di Kampung; dan 

c. 30% ecbognimnnn d irnn kxu d pada h uruf a, diambll dai i Alokasl Dana 

kampung, 

BAB VII 
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS 

ALOKAST DANA KAMPUNG 
Bagian Kesa tu 

Penggunuun 

Besaran Alokasi Dana Kampung yang ditcrima masing-masmg Kampung 
ecbagaimana tcrcantum dalarn Larnpiran I yang rnerupakan bagian yang tldak 

terpisah dari Peraturan Bupati ini; 
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g.Penanggulangan ./ 12 

f. 

b. Pemmggulangan Kernisk inan (Rant ua n larigauug kepada masyarakat 

antara lain akses keselratan, akses perididikan clan lain-lain); 

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya bagi Aparatur Pemerintahan 

Kampung dun Kelembagaan Kampung (Pclotihan, l:3irnbingan Tckriis, 

Diklat dll); 

ct. Pembanzunan Sarana dan Prasarana Pemerinlahan Kampung 
(Rehabilitasi Kantor Kampung, Pembangunan Balai Kampung dan 
Pengadaan Kelengkapan Gedung Kantor Kampung/Balai Kampung): 

e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasaran ekonomi 
kamnunz untuk rnewujudkan lurnhung Plrnnomi ln:tmpung meliptrti: 

1. Usaha Ekonomi Produktif yang difokuskan pada kebijakan 

Program Daerah yaitu melanjutkan Satu Kampung Batu Kcbun 
Kopi; 

'2. Usaha Ekonomi Pcrt.anian berskala produkt.if yang difukuskun 

pada kcbijakan Satu Kampung Satu Produk Unggulan Kampung 

(Prukam) yang meliputi aspck produksi, distribusi dan 

pemasaran. 

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Perdesaan dan;;r 

(1) Penetapan Program Prioritas Alokasi Dana Kampung untuk mernbiayai 
pembangunan kampung drtujukan untuk mcningkatkan koscjantcrnan 
masyarakat kam.pung dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana 

Kampurig diaral'ikan untuk pelaksanaan program dan kcgiatari 

pcmbangunan karnpurig yang melipuli anlara lain: 

a. Penyelenggaraan pemerintahan kampung melip'uti: 

1. Operasional Kantor Pemerintah Kampung dan Barnuskam: 

2. Pcningkatan Kapasitas Kepala Kampung, Perangkal Kampung 

serta Bamuskam; 
3. Penyelenggaraan pemenntanan kampung lainnya. 

Bagian Kedua 

Penetapan Program Prioritas Alokasi Dana Kampung 

Pasal 10 

(6) Penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan terhitung 
mulai tanggal 1 Januari 2024 dan bcrakhir 31 Dcscmber 2024. 

(7) Penggunaan Alokasi Dana Karnpung sebagalmana dimak.sud pada ayat (1) 
huruf a dan b dialas, akan diatur terpisah dengan Pcraturan Bupati. 

-11- 



(2) Penyaluran ./ 13 

b. Kepw.a Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten 

Dogiyai meneruskan berkas permohonan Kepala Kampung yang 

sudah lengkap pcrsyaratannya kcpada Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai; 

c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Dogiyai akan menyalurkan Alokasi Dana Kampung secara bertahap 

dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa 
(RKD);~ 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung dapat dilakukan dengan rnekanisme 
sebagai berilrut: 

a. Kepala Kampung mcngajukan pcrmohonan pcnyaluran Alokasi Dana 

Kampung kepada Bupati Dogiyai melalui Kepala DPMK dengan 
melarnpirkan semua pcrsyaratan pcnyaluran; 

Pasal 12 

Bagian Kedua 
Pcnyaluran Alokasi Dana Kampung 

(1) Kepala Kampung ber sarna selur-uh masyarakat mclaksanakan Musyawarah 

dalam rangka pembahasan pcnggunaan kcuangan desa untuk tahun 

anggaran berikutnya; 
(2) Ha ail rrruayawa rnh sc.hngnimnnn dirnnkeiud puda aye l (1) disampaikan 

kepada Bamuskam untuk dibahas bcrsama dalam rangka mcmpcroleh 

persetujuan bersama dan selanjutnya ditetapkan dalam RKPK. 

(3) Berdasarkan RKPK sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) Kepala Kampung 

dengan persetujuan Bamuskam rnenyusun clan rnenetapkan APl3K 
(4) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur terpisah dengan 

Pcraturan Bupati. 

Pasal 11 

Pcrcncanaan 

Bagian Kcsatu 

BAB Vlll 

PERENCANMN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN 

ALOKASI DANA KAMPUNG 

g. Penanggulangan kondisi darurat dan mendesak kampung; dan 
h. Program kcgiatan lainnya discsuaikan dcngan kebutuhan rnasing 

masing kampung. 
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a. Surat. ./ 14 

(3) Proses pcncairan Alokasi Dana Kampung khusus bagi Penghasila.n Tetap 

Kepala kampung, Pcrangkat Kampung, Tunjangan Kcdudukan BAMSUKAM 

dan Insentif RT/ RW dilakukan secara triwulan. 
(4) Pencairan Alokasi Dana Kampung untuk Penghasilan Telap (Siltap) 

dilampiri dengan kclengkapan dokumen sebagai berikut: # 

Pasal 13 

(1) Pr ncairan Alokas: DAnA Karnnunz dari Relccnine: Kas Kamnune dilakukan 
dan ditanda tangani oleh Bendahara Kampung dan Kepala Kampung. 

(2) Pengajuan bcrkas pcncairan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala DPMK dengan melampirkan slip penarikan 
{yang telah disetujui oleh Kepala DPMK), selanjutnya oleh Kepala DPMK 

akan merierbitkan Surat. Pcngantar Mcrnbayar ke Bank Papua Cabang 
Moanemani. 

Dagid.n Kctiga 

Pencairan Alokasi Dana Karnpung 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dapat dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 

a. Tahap I (satu) paling ccpat bulan Januari clan paling lambat 
minggu kccmpat bulan Mei scbcsar 40% (empat puluh persen); 

b. Tafiap II (dua) paling cepat bulan Mei dan Paling lambat minggu 
keempat bulon September sebesar 60% (cnam puluh. person); 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I (40%) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cai a: Kepala DPMK rucngaiukan 
surat Permintaan Membayar kepada Kepala DPKAD Kabupaten Dogiyai 

dengan melampirkan Peraturan Bupau tentang Penetapan Besaran dan 
Pedoman Teknis serta Pengelolaan Alokasi Dana Kampung untuk setiap 
kampung di Kabupaten Dogiyai dan Peraturan Bupati tentang Penghasilan 
Tetap dan Tunjangan Aparatur Karnpung: 

(4) Penyaluran Alokasi Dania Karnpung Tahap II (60%) dilakukan dengan 
cara: Kepala DPMK mcngajukan Surat Perrnintaan Membayar kepada 
Kepala DPKAD Kabupaten Dogiyai dengan melampirkan Laporan Realisasi 
Penyerapan dan Capaian Keluaran ADK Tahun Sebelumnya. 

(5) PenyaJuran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disalurkan 

setelah kepala kampung menyampaikan laporan realisasi Tahap I (40%) 
minimal 50% ( Lima P" lu h persen) 

13 



( 1) Pengelolaan ./ 15 

Pasal 14 ti{ 

BAB IX 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

ALOKASI DANA KAMPUNG 

a. Surat permohonan Pencairan ADK Siltnp dori Kepala Ka.mpung yang 

ditujukan kepada Kepala DPMK; 

a. Surat Pcrmintaan Pembayaran (SPP 1 dan SPP 2) Dari bendahara 

yang ditujukan kepada kepala kampung. 

b. 8ura.t Per nyutuun Tunggungjawab Bclanja (SP'T'n) 
c. Tanda Bukti Perigel uar an Uang; clan 

d. Daftar penerima (disesuaikan dengan tnnda Bu kti Pengeluaran u~ng) 

(5) Proses Pcncairan Alokuei Dana Kampung Non Siltap Tahap 1 (satu] 
dilcngkapi dcngan Doktrrnen sf"'bagai bei ikut; 

a. Surat Permohonan Pencairan Dana (ADK) 

b. Surat Pcrmintaan Pcmbayaran (SPPl dan SPP2), Dad bcudal li::U a yallK 

diLuj ukan kepada kepala kampung. 

c. Surat Pemyataan ranggungjawao Belanja (SPTI:SJ 
d. Tanda Bukti Pengcluaran Uang. 
e. Surat Setoran Pajak/ Billing (jika acla); 

r. Mclarnpirkan Rcncana Penggunaan Dana yang akan dicairkan; 
g. Melapirkan Desain dan RAB bagi kegiatan yang bersifat Iisik. 

(6) Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Pencairan oleh Pendamping Desa 
(PD) dan disetujui Oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai: 

(7) Rekomendasi Kepala Distrik. 

(8) Proses Pericairan Alokasi Dana Kampun.g Non Siltap Tahup JI (dun.) 

dilengkapi dengon Dokumen sebagni berikut: 
a. Dokurnen sebagairnana dimaksud sesuai dengan ayat 5 tercanturn 

da.larn lampirun II yang merupakun baglan yang uak terptsah.kan dari 

pcraluran Bupati ini. 

b. Dokumen Pcrlanggungjawaban tahap sebelumnya. 

(9) Dalam hal pcncairan Alokasi Dana Kampung, wajib didarnpingi oleh 

PD/ PLD dari musing musing distrik, 

( 10) Tata cara Pencairan Alokasi Dana Kampung yang diperuntukkan untuk 

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Penyertaan Modal ke BUMDes 
(jika ada] akan ditetapkan dcngan keputusan Bupati. 
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(5) Laporan ./ 16 

(3) Buku kas pcmbantu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal 2 huruf e 

dcngan melampirkan Fotocopy SPM, Dokumen Pencairan dan dilcngkapai 

dengan; 
a. Kegiatan yang bersifal Iiaik konslruksi dilampiri Foto Dokumentasl 

Kcgiatan dan rnulai 0%, o0% dan 100% (eerams per seratus] yang 
telah diverifikasi oleh Pendarnping Desa (PD) dan diseutjui oleh 

Tenaga Ahli (TA) 

b. Kcgiatan yang bersifat fisik non kcnstruksi/ pengadaan Barang/ Aset 

Karnpung dilengkapi dengan Nota/Kwitansi yang mencantumkan 
Spesifikasi Barang, Foto Dokumentasi Barang, Serita Acara 
Perneriksaarf oleh Tim Karnpung dan Berita Acara Serah Terima 

Barang yang telah diverinkasi oleh Pendampmg Desa (PD) dan 

disetujui oleh Tenaga Ahli (TA); 
c. Kcgiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti 

Pengeluaran yang sah antara lain berupa Nota/Kwitansi, Tanda 

Terirna clan Bukti Pengeluaran lain yang sah yang telah diverifikasi 

oleh Pcndamping Desa (PD) clan diselujui oleh Tenaga Ahli (TA). 

(4) Kepala Kampung wajib membuat Pertanggungjawa ban dan Pelaporan 

tcntang Alokasi Dana Kampung setiap akhir kcgiatan scbagai persyaratan 

untuk pencairan tahap berikutnya. cit' 

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Kampung harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum, administrasi dan Leknis sesuai Peraluran Perundang­ 

Undangan; 

(21 Pertanggungiawaban secara teknis sebagairnana dimaksud pada Ayat (1) 
sebagai berikut; 
a. Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban yang ditujukan 

kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemcrintan 
Karnpung. 

b. Buku Kas Umurn (BKU) 

c. Buku Kas Tunai 
d. Buku Pembantu Bank (dilampiri Rekening Koran) 
~. Buku Kas Peinbantu Kegialan 

f. Buku Kas Pcmbantu Pajak (dilarnpiri dengan SSP dan Biling Pajak 
setelah diverivikasi oleh bank pcrscpsi) 

g. Register SPP Pencairan 
h. Register SPP/SPJ/Kuitansi Pernbayaran 
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Anggaran / 17 

( l) Dalarn hat kt:pala karnpung rnelak~ar1akan pengelulaan Alok.a st Dana 

Kampung (ADK) tidak sesuai dengan peraturan Bupati atau RencanatJf" 

Pasal 16 

BAB XI 
8ANKST 

(1) Pembinaan dilakukan olch Bupati mclalui Tim Pendampingan dan 
Fasilitasi Alokasi Dana Kampung pada Tingkat Kabupaten dalam hal ini 
Dirias Pem.berdayaan masyarakat Kampung (DPMK) dcngan tugas pokok 

sebagai berikut: 
a. Mcmbcrikan Pedoman clan Bimbingan Pelaksanaan Alokasi Dana 

Kampung; 

b. Mcncntukan besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung; 
c, Mclakukan Pernulnaan, Mu111Lu1 lug dan Evalua:sl Pelaksanaan Alvl\.~:)i 

Dana Kampung; 

d. Memberikan Laporan Hasil Pembmaan, Morutonng dan Evaluasi 
pelaksanaan Alokasi Dana Kampung kepada Bupati. 

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pembinaan atas 
Pengelolaan Alokasi Dana Kampung; 

(3) Pengawasan Internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung 
(Bamuskam) dan di Audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 
Kabupaten Dogiyai. 

PEMBINAAN DAN PENG A WASAN 

Pasal 15 

DABX 

(5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

disclcsaikan paling larnbat 1 bulan untuk kegiaian non fisik dan 2 Bulan 

untuk kegiatan fisik setelah dana dilerima olch bcndahara kampung. 

(6) Pertanzzunziawaoan Alokas! Dana Kampunz tenntezrasi dengan 
perlanggungjawaban Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Kampung. 

(7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dcngan pcraturan 
kampung dan disarnpaikan paling lambat 1 (satu) bulan sctclah akhir 

tahun anggaran berkenaan. 
(8) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Karnpung 

~Ph::ig::iim::ln::l rlimn ksmd r~rl~ ~yM (~) tPr<'~ nturn rl~ lam larnpiran TV y~ne 

merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini. 
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a.Kaqiaian ./ 18 

Pajak (DPP); dan 

b. Pajak Penghasilan (PPh). 
(3) Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ayat (2) rneliputi : PPh 21, PPh 22, dan PPh 

23. 

(4) Sifat kegiatan yang dapat dipungut dari Dana Desa meliputi :~ 

(1) Pemotongan, Perriungutan dan Penyeloran pajak mengacu pada kelenluan 

perpujakan yang berlaku. 

(2) Ketentuan perpajakan pada ayat (1) meliputi : 

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pcngenaan 

BAB XII 

PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 18 

Pasal 17 

Bupati dapat menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang dihentikan 
penyalurannya sebagaimana dimaksud dalarn Pa sal 15 ayal (4) sctelah 
Kcpala Kampung: 

a. Menyelesaikan sernua kewajibannya sesuru denga.n peraturan 
psrundang-undangan yang berlaku: 

b. Hasil Audit dari APIP yang mcnyatakan bahwa laporan pcnggunaan dana 

dari kampung tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang­ 
undangan yang bcrlaku. 

Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBKampung, maka Bupati 
dapat memberikan Sanksi. 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penundaan 
pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap berikutnya dan 
Pcngurangan Alokasi Daria Karnp'urig (ADK) pada 'I'alrun C\.ngg,uo.n 
berikutnya. 

(3) Kepala DPMK dapat merninta penjelasan tentang hasil audit keuangan 
kampung yang dilakukan oleh Aparat Pcngawas Internal Pemerintah 
(APIP); 

(4) Apabila Aparat Pengawas Internal Pcmcrintah (APIP) mendapatkan 
tcmuan o tas hasil Audit Keurmgan kampung, maka Bupati dapat 

menghentikan pencairan clan/ atau melakukan penundaan Alokasi 
Dana Kampung (ADK) tahun anggaran berjalan dan/ a tau tahun 
anggaran beriku tnya. 

(5) Penghentian penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagairnana dirna ksud 
pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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BERJTA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR 81- 

TTD 

~ DAMIANA TEKEGE 

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN DOGIYAI 
' 

Diundangkan di Kigarnani 
pada tariggal 20 Maret 2024 

bf PETRUS AGAPA 

TTD 

11,HUPA1'l lJOGTVAI, 

ditctapkan di : Kigamani 
pada langgal : 20 Maret 2024 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 CJ 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rncngctahuinya, mcmcrintohkan pengundangan Peraturan 

Bupa.ti ini dengan ponempatannya dalarn Be ril a Dlc=lrrAh KAhupMt"n Dogiyai. 

a. Kegialan fisik konstruksi; 

b. Kegiatan Iisik non konstruksi/lcvcransir; dan 

c. Operasional. 

(5) Penentuan pernotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penghasilan (PPh) eesuai ayat (2) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan 

yang didanai dari Dana Desa. 

(6) Kampung-kampung yang sesuai ayat (5) wajib menyelorkan ke kas negara 

sebagai setoran pajak dari kampung bersangkutan ke Bank atau Kantor 

Pos. 

(7) Sebagairnana dimaksud pada ayat (6) wajib disetorkan masing-masing 
k.arupu ng ~cbagai eyarnt pcncairnn dona desa. tahap berikutnya 
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LAMPIRAN I / 20 

CE DIMI, SH 
PENATA 

NIP. 19740502 200901 2 005 

csuai aslinya; 
IAN HUKUM, 



V 'i4.Ub.Ub /~l 

NO KODE 
NAMA ALOKASI DANA KAMPUNG 

DISTRIK/KAMPUNG DAU DBH TOTAL 
I 94.06.01 KAMU 

1 94.06.01.2001 lkebo 414,000,000 159,023,000 573,023,000 
2 94.06.01.2002 Mauwa 489,000,000 159,023,000 648,023.000 
3 94.06.01.2003 [kemanida 439,000,000 159,023,000 598,023,000 - 
4 94.06.01.2004 Bukapa 465,500,000 159,023,000 624,523,000 - 
5 94.06.01.2005 Kimupugi 539,000,000 159,023,000 698,023,000 
6 94.06.01.2006 Dikiyouwo 689,000,000 159,023,000 848,023,000 - 
7 94.06.01.2007 tdakotu 6111,000,000 159,023,000 773,023,000 
8 94.06.01.2008 Putapa 614,000,000 159,023,000 773,023,000 

II 94.06.02 MAPIA 
9 94.06.02.2001 aomomam 464,000,000 159,023,000 673,073,000 - - 

10 94 06.02.2002 Abaimaida 664,000,000 159,073,000 813,013,000 
11 94.06.02.2003 Bonakunu 564,000,000 159,023,000 723,023t9.QQ._ 
12 9'1.06.02.2004 Dawaikunu 639,000,000 159,023,000 798,023,000 
13 94.06.02.2005 Magode sas.ooo.ooo 159,023,000 848,023,000 - 
1.4 94.06.02.2006 Diyoudiml 689,000,000 159,023,000 848,023,000 -- 
15 94.06.02.2007 Obaikagopa 814,000,000 159,023,000 973,023,000 - 

Ill 94.06.03 PIYAIYE - 
1 E, q4,06.03.2001 Apogomakida 489,000,000 275,351,000 7G4,3!il,OOO 

17 94 .06.03.2002 Dene lode 489,000.000 275,351,000 764,3 c; 1,000 - 
18 04.0G.03.2003 Vcgiyepa 639,000,000 275,351,000 914,351,000 

19 94.06.03.2004 ldcduwa 639,000.000 275.351.000 914,351,000 

20 94.06.03.2005 Keg a ta 515,500,000 275,356,500 790185&1500 

21 94.06.03.2006 Egipa 939,000,000 775,351,000 1,214,351,000 - 
22 94.06.03.2007 Ukagu 639,000,000 275,351,000 914,3!>1,000 

23 94.06.03.2008 Tibaugi 739,000,000 275,351,000 1,014,351,000 

IV 94.06.04 KAMU UTARA 

24 94.06.04.2001 ldakobo 689,000,000 159,023,000 848,023,000 - 
25 94.06.04.2002 Pugatadi I 539,000,000 159,023,000 698,023,000 

26 94.06.04.200J Pugatadi Ii 589,000,000 159,023,000 748,023,000 

27 94.06.04.2004 lkrar 589,000,000 159,023,000 748,023,000 

28 94.06.04.2005 Oba yo 764,000,000 159,023,000 923,023,000 - 
29 94.06.04. 2006 Kuyakago 539,000,000 159,023,000 698,023,000 - 30 94.06.04.2007 Mogou 589,000,000 159,023,000 748,023,000 - 
31 94.06.04.2008 Yametadi 739,000,000 159,023,000 898,023,000 

:n 94.06.04.2009 Duntak .!.Q9,000,000 1!;9,023,000 748,023,000 

33 94.06.04.2010 Ekimani 664,000,000 159,023,000 823,023,000 ~ 
''7 

DAFTAR PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) UNTUK 
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 

LAMPlRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOGTYAI 
NOMOR 8 TAllUN 2024 
TANGGAL: 20 MARET 2024 
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS 

SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 
(ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN 
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 
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77. 94.06.10.2007 ./22 

v 94.06.05 SUKIKAI SELATAN 
34 94.06.05.2001 Uni to 839,000,000 275,351,000 1, 114,351,000 r-- 

35 94.06.05. 2002 Sukikai 764,000,000 275,351,000 1,039,351,000 
36 94.06.05.2003 lyaro 589,000,000 275,351,000 864,351,000 r-- 

37 94.06.05.2004 Wigoumakida 864,000,000 275,351,000 1,139,3~1,000 
VI 94.06.06 MAPIA BARAT r-- 

38 94.06.06.2001 Abouyaga 615,500,000 159,023,000 774,523,000 ,....___. ,- 
39 94.06.06.2002 Maikotu 839,000,000 159,023,000 998,023,000 - 40 94.06.06.2003 Taubaikebo 564,000,000 159,023,000 723,023,000 
41 94.06.06.2004 Yegoukotu 564,000,000 159,023,000 723,023,000 

VII 94.06.07 KAMU SELATAN 
42 94.06.07.2001 Puweta I 639,000,000 159,023,000 798,023,000 - - 43 94.06.07 .2002 Pouwouda 689,000,000 159,023,000 848,023,000 - - 44 94.06.07.2003 Puweta Ii 614,000,000 159,023,000 773,023,000 
45 94.06.07.2004 Botumoma 514,000,000 159,023,000 673,023,000 - ·- 46 94 06.07.2005 Obaibega 614,000,000 159,023,000 773,023,000 
47 94.06.07.2006 Digikebo 639.000,000 159,023,000 798,023,000 
48 94.0G.07 .2007 Bogiydltiu~i 564,000,UUU 159,023,000 _ 723,023,000 
49 94.06.07.2008 Mata di 614,000,000 159,0?3,000 773,023,000 - 
so 94.06.07.2009 Tuwaida 614,000,000 159,023,000 773,023,000 
51 94.06.07 .2010 Yepo 61'1,000,000 159,023,000 773,023,000 - 
52 94.06.07.2011 Ugikagouda 589,000,000 159,023,000 748,023,000 
53 94.06.07 .2012 Ugikebo 689,000,000 159,023,000 848,023,000 

VIII 94.06.08 KAMUTIMUR 
54 94.06.08.2001 Ugapuga 489,000,000 159,023,000 648,023,000 
55 94.06.08.2002 Deiyapa 789,000,000 159,023,000 948,023,000 ~ 
56 94.06.08. 2003 Boduda 665,500,000 159,023,000 824,523,000 
57 94.06.08.2004 Yotapuga 664,000,000 159,023,000 823,023,000 
58 94.06.08.2005 Bokoibutu 489,000,000 159,023,000 648,023,000 
59 94.06.08.2006 Bunauow 639,000,000 159,023,000 798,023,000 
60 94 06 08.2007 Nuw.i 539,000,000 159,023,000 G98,02J,OOO - I)( 94.06.09 MAPIAT£NGAM 

I- 

61 94.06.09.2001 Piyakunu 839,028,300 159,023,000 998,051,300 
62 94.0G.09.2002 Diyeugi 689,000,000 159,023,000 848,023,000 
63 94.06.09.2003 Putaapa 664,000,000 159,023,000 823,023,000 
G4 94.0G.09.2004 Atou 614,000,000 159,02.3,000 173,02.3,000 - 
65 94.06.09.2005 Madia 564,000,000 159,07~,000 77~,07~,000 
66 94.06.09.2006 Upibcga 514,000,000 159,023,000 673,023,000 
67 94.06.09.2007 Timepa 714,000,000 159,023,000 873,023,000 
68 94.06.09.2008 Gabaikunu 714,000,000 159,023,000 873,023,000 
69 94.06.09. 2009 Adauwo 639,000,000 159,023,000 79&,023,000 
70 94.06.09.2010 Megaikebo 789,000,000 159,023,000 948,023,000 

x 94.06.10 DOGIVAI - 
71 94.06.102001 Dog1mani 489,000,000 159,023,000 648,023,000 
72 94.06.10.2002 Kigamani 539,000,000 159,023,000 698,023,000 
73 94.06.10.2003 dadagi 689,000.000 159,023.000 848,023,000 
74 94.06.10.2004 Denemani 489,000,000 159,023,000 648,023,000 
75 94.06.10,2005 Makidimi 514,000,000 159,023,000 673,023,000 
76 94.06.10.2006 Egebutu 789,000,000 159,023,000 I 948,023,000 kr 
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LAMP IRAN 1/ ./ 23Jf 

-i 

~ 

~~ DTMT, SH 
PENATA 

NIP. 19740502 200901 2 005 

rA(oAMTANA TEKEGE 

DERITA DAERAII KABUPATEN DOGIYAI TATIUN 2024 NOMOR 8 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI, 

TIO 

Diundangkan di Kigamani 
pada tanggal 20 Mctrel 2024 

TTlJ 

of PETRUS AGAPA, 

Pj.BUPATI DOGIYAI, 

ditetapkan di : Kigamani 
pada langgal : 20 Maret 2024 

78 94.06.10.2008 Bobobutu 414,000,000 159,023,000 573,023,000 
79 94 .06.10.2009 Pon a 714,000,000 159,023,000 873,023,000 

JUMLAH 49,487,028,300 13,958, 758,500 63,445, 786,800 

639,ooo,ooo I 1s9,023,ooo I 79s,o23,ooo ~ 77 I 94.06.10.2007 I Motito 
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b. Surat /24tf 

Tembusan: 
1. Kepala Distnk , di ; 
2. Ketua BAMUSKAM Kampung , di ; 
3. Sekretariat Pendamping Desa (P3MD) kab. Dogiyai, di Kigamani; 
4. Arsip. 

KEPALA KAMP UNG .. 

Demikian permohona kami, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 

Bersama dengan surat permohonan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) 

ini, kami lampirkan nersvaratan penvaluran Alokasl Dana Kampung sebagai berikut: 

1. Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK); 
2. Surat Perrruntaan Pembayaran (SPP); 
3. Surat Pemyata,m TanggungJawalJ Bela11Jc1 (SPTB), 
4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang; 
5. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK Tahun/Tahap 

Scbclumnya; 
6. Serita Acara Penelitian Dokumen Pancairan oleh Pendamping Desa (PD) dan 

d1veriflkas1 oleh Tenaga Ahh (TA) Kabupaten Dog1ya1; 
?. ~ekom~dac;i dari llepala O,st:r,k; 

Berdasarkan Peraturan Bupati Dogiyai Nomor ........ tahun ........ tentang 
Penelapan Besaran dan Pedoman Teknis Serta Pengelolaan Alokasi Dana kampung 
(ADK) unluk seuao Kampung d1 Kabupaten Dog1ya1 Tahun Anggaran 2024 serta 
peraturan Kampung .. Nomor ........ Tahun .. .. .... ten tang Anggaran 
Pendapatan den Belanje Kempung .. , make denoen 1n1 korm mcngajuknn 
permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024 Tahap ........ ( ) 
( ..... %) sebesar Rp ......... ,· (terbllang ... ) pada Rekenlng Kas Kampung . 
D1stnk . .. kabupaten Dog1ya1. 

Kigamani 

900/ ...... /Kamp ..... / 2024 
Pen ting 

Nomor 
S,fat 
lampiran 
Perl ha I 

Kepada. 
Yth. Kepala OPMK Kabupalen 

Doglyal 

o- Permohonan pencairan Aloka~i Dana 
Kampung (ADK) Tahun :!MA Tahap 

.. ( .%) 

Kampung, .. 

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI 
DISTRIK .. 

KAMPUNG . 
Jalan . 

a. Surat Permohonen pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN DOGTYAT 

NOMOR 8 TAHUN 2024 
TANGGAL : 20 MARET 2024 
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS 

SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 
(ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DJ KARUPATRN 
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 
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c. Surat ./2,W 

Halaman 1 

Polakaana Kog1atan 

.. . . . . .. 00 .. .. ......... 2024 

Rp O 
( ) 

r Jumleh D1mlnta 

e. Kepenuan 

2024 d Tahun Anggaran 

c. Kcg1atan 

b. Sub B1dang 

2024 kaml m1mg:.ijukan permlntaan Deng:m mompQrh:.itlk:.in Por:.itur:.in Dei:a Nomor 00 Tangg:.il 00 

pembayaran sebaga1 benkut . 
a Bidang 

Kepada Ylh 
KEPALA KAMPUNG .......••....• 

DI ternpat 

SURAT PENGANTAR 

NOMOR: OOOO/SPP/03.200112024 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
TAHUN ANGGARAN 2024 

PEMERINTAH KAMPUNG •..•.••••••••• 

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP 1) 

-24- 
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e. Tonda ./27&/f 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

PEMERINTAH KAMPUNG ..•................ 
TAHUN ANGGARAN 2024 

1 B1dang ................... 
2. Sub Bidano: ................... 
3. Kegiatan ................... 

No Penerima Uraian 
Rekenino Jumlah 
Penerima ( Rp) 

1 0 00 

................... . .................. . .............. 

2 000 
O o o o o O O O O I 00 0 Oo t Io o ................... . .............. 

Total 0,00 

Bukti.bukt, pPngeluaran atau balanja tersebut d1atas sebaga1mana terlamcir, untuk kelenakapan admmistrasi 

dan pemenksaan seeuai dengan peraturan perundang·undangan yang ber1aku 

Oemlklan surat pemyataan rni dlbual dengan sebenamya 

.............. , 00 ........... 2024 

Petaksana Kegtatan, 

.............. 

Nomor 0032/SPP/03 200112022 

d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 
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f Surat /28P9" 

aenoanara Kampuno 

APo9omak1da, oo 2024 
Yang Menonma, 

Yang Memben, 
KEPAl.A URUSAN KEUANGAN/U 

Potongan Parak. Parak Daerah dan potoncen Lainnya . 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 

------ 
0 00 

Nilai Rp 
Pot Pa1ak PPN Rp 
Pot PaJak PPh Rp. 
Pol Lainnya Rp 
01b11y.,-kan Rp 

0,00 

:s: •••••••••.•..••••...•... =· 
Rp. 

NOMOR : OOOOO/KWT/00.2000/2023 SurnbeuJana 

Catalan Keuangan 

Rek. Bel11nja 

Kegiatan 

Sebagat pembayaran 

Uang sebesar 

Sudah drtenma dan 

TANOA BUKTI PliNGELUARAN UANG 

PEMERINTAH KAMPUNG . 

KABUPATEN OOGIYAI 

-27- 

e. T anda Bukti Pengeluaran Uang 



g. Daftar ./29.Jtf 

~ 
SURAT SCTORAN PAJAk LEM BAR 

DEPARTl;MfN KEUANGAN R.I. O Wa11b PaJak 
OIREKTORAT JENOERAL PAJAK ( SSP) O KPPN 

\'f4~ 1:(J D Dllaporkan kl! KPP 
O Bonk Pf!rw!rima/G,ro Paa 

NPWP : ~ I o I s Io I I 3 16 I ~ I ~ I 9 I 51 41 IO I O I O I 
D11sl sosua, dengan Nomor Pokok wa,,b Pajak yang d11nll11!1 

NAMAWP : 

ALAMATWP 

NOP w LLJ I I I I I I I I I I I I I I I I I LJ 
011~1 sesue: aengan No1no, ooyel! f'l/11! 

ALAMATOP : 

Kodc Akun Pajak KO<le Jen1s Sstoran Ura1an Pembayaran : 

141111121111 I L1 IO IO I Potongon PPN atu Pemb11y11ran e e 111nJe Perlengkep•n PAUO 

Masa Pajak 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Tahun Pajak 

x I.! I u IL I L I 
Ben tanda s,tang pads kolom bu/an, nsu1i d,ngan p,moayaran untuk masa bert<enaan Dus, Tahun Terutsfl(Jnys PaJak 

Nomor K@t@tapan I I I I I I I I I I iLLJ I I I I I ,LLJ 
D11sl sesual dengan Nomcr Ktttttpan. S TP SKf'KB. SKPKBT 

Jumlah Pembayuran : Rp. ,00 Diis, dangan rupiah ponuh 

Terbtlanq : 

Olterlm1 olen K1ntor PenerlMa Pembayllr,ln WaJlb PaJak I Ponyetor1 

Tanooal ........................ . 00 2023 
Cai> clwt T~,1(}11 T111io-1 Cao dtlrl T11ndlJ T1tnonn 

Nam a Jelas : ................................................................. Nama: 

• Terimakasih Telah Membayar Pajak • P11111k Untuk Pembangunan Bangsa • 
Ruang Volidosi Kantor Pcncrimnon Pembeynren 

~ ,0~201 IJUU ,,...,~ UJ ..t001f-'U.Ll 

f. Surat Setoran Paiak (SSP) 

-28- 



Rekomendasi ./ 30 4' h: 

D1bayar Oleh. 
Bendahara Kampung 

Mungctahul: 
Kepala Kampung . 

... , 00 ... , .... 2024 

NO NAMA JA6ATAN Bt~ARAN ....... TANDA TANGAN - 
l .. .. . . . .. . . 0,00 1 . ..... 
2 If t If 11 t t It t t t t t t 0,00 2 ........ 
3 ............ .... 0,00 3 ...... " 

JUMLAH 

DAFTAR PENFRIMA . 

Alamot, . 

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI 
DISTRIK . 
KAMPUNG . 

g. Daftar Penerima 
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1. Berita / 31~ 

Tembusan disampaikan kepada: 
1. Bupati Dogiyai (sebagai Laporan; 
2. Kepala lnspektorat Kabupaten Dogiyai; 
3. Kepala DPMK Kabupaten Dogiyai; 
4 Kepala BPKAD Kabupaten Dooivai: 
5. Kepala Pimpinan Bank Papua Cabang Moanemani, 
6. Kampung ........ 
7. Arsip. 

(N amn .K~p.o.l.ci. Distr.ik). 

Distrik , (tanggal) 
Kepala Distrik , 

Demikian rekomendasi/penolakan• ini dibuat. untuk dipergunakan sebeaernena rnestinya. 

Bahwa untuk bah an usu Ian pencairan Dana Kampung kepada Kampung . . . . . . . . . . . . T anun 
Anggaran kepad kampung tersebut sesuai/tidak sesuai" terhadap kegiatan yang 
tertuang dalam RKP, RAB dan APBKampung. 

: Kepala Kampung .. Jabatan 

Dengan ini memberikan rekomendasi/penolakan* kepada: 
Nama .. 

. Kepala Distrik . 

Nama 
Ntp 
Jabatan 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

REKOMENOASI 
Nomor: ... .I .... ./DIST.. . .I .... .120 .... 

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI 
DTSTRTK . 

(Alamat lcngkap) 

h. Rekomendasi Kepala Distrik 
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Diundanqkari ./ 32ol{,I 

~PETRUS AGAPA 

Pj.BUPATI DOGIYAI, 

TTD 

ditetapkan di : Kigamani 
pada tanggal : 20 Maret 2024 

6 . 

4 . 
s 

~ .. 

2 . 
3 

................................. 
1 1 . 

2 

Tenaga /\hli Kabupaten 

Mengctahui: Dlverlflkasl oleh 
Pcndarnping Dcsa/Pcndamping Pemberdayaan 

Masyarakat Karnpung 

Demikian Serita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut. 

Dokumen Ada Tidak Keterangan No ada 
l z 3 4 s 

~ 
1 Surat Permohonan dari Kepala Kampung 
2 Peraturan xamoune tentang APBKampung 
3 Surat Keputusan Kepala Kampung tentang RKP_Kampung 
4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
5 RenLdlld Anggdr,m Dit1yt1 (RAB) 

6 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) 
7 Rekomendasl Kepala Distrik 
8 Berita Acara Veriflkd~i Dokumen -- 

Pada han ini Tanggal Bulan Tahun , bertempat di Sekretariat Program 
Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Dogiyai, telah dilakukan verifikasi 
dokumen pencairan Alokasi Dana Kampun gTahun Kampung Distrik . 
Kabupaten Oogiyai dengan hasil sebagai berikut: 

BERIT A ACARA 
VERIFIKASI DOKUMEN PENCAIRAN DANA KAMPUNG 

KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN .. 
KAMPUNG .. 

i. Serita Acara Verifikasi 

-31- 



LAMPIRAN Ill.. ./ 334=' 

orDAMIJ\NJ\ TEKEGE 

BERITA DAERAH KABUPATEN DOG TY AI TAI-JUN 20'2'1 NO MOR 8 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATF,N DOGIYAl, 

TTD 

Diundangkan di Kigama n i 
pada lan~~a.l 20 Maret 2024 

-32- 



b. Buku / 341( 

Tembusan: 
1. Kepala Distrik , di ; 
2. Ketua BAMUSKAM Kampung di : 
3. Secretariat Pendamping Desa (P3MD) kab. Dogiyai, di Kigarnani, 
4. Ars1p. 

KEPALA KAMPUNG .. 

Demikian permohona kami. atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 

Menindaklanjut1 Pasal · · · Peraturan Bupati Dogiyai Nomor tahun 2024 

tantang Ponetapan Besaron dan Pcdoman T ckms Berte Pcngclolaan Alokasi Dena 

kampung (ADK) untuk senac Kampung di Kabupaten Dogiyai T ahun Anggaran 2024 

maka borcama ini kami klrimknn Lapornn Portanggungjawobon penggunaon Alokas1 

Dana Kampuno Tahap .... .. . . ... Tahun ?0?.4denoan rinclan ~ebaoal bPrikut· 

1. Buku Kas Umum (BKU), 
2 Buku Kas Tunai (BKT); 
3. Buku Pembantu Bank {BPB); 
4 Buku Kas Pembatu Kegiatan (BKPK). 
5. Buku KAs Pembantu Pajak )BKPP; 
6. Register Pencairan; 
7. Register SPP/LPJ/Kwutansi Pembayaran; 
8. Serita Acara Penelitian Dokumen Pancairan oleh Pendamping Desa (PD) dan 

diverifikasi oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Dogiyai; 
9. Rekomendasi dari Kepala Distrik; 

Kigamani 

900/ /Kamp ./2024 
Penting 

Nomor 
Sifat 
Lamp1ran 
Peri ha I 

Kepada. 
Yth. Kepala DPMK Kabupaten 

Dog1ya1 

Di- Penyampian LPJ Alokas, Dana 
Kampung (ADK) Tahun 2023 Tahap 
....... ( .... %) 

Kampung, . 

PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI 
DISTRIK 

KAMPUNG . 
Jafan . 

a. Surat Penyampaian LPJ Alokasi Dana Kampung (ADK) 

LAMPIRAN Ill : PERATURAN BUPA1T KABUPATEN DOGIYAI 

NOMOR 8 TAIIVN 2024 
TANGGAL : 20 MARET 2024 
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN TEKNIS 

SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG 
(ADK) UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPJ\TEN 
DOGlYAl TAllUN ANGGARAN 2024 

33 
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Salinan ./ 3 9 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI, 

TID 
olfDAMIANA TEKEGE 

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2024 NOMOR aotf 

niunchmglrnn di Kig~rn~ni 
pada tanggal 20 Maret 2024 

~ PETRUS AC APA 

T1'D 

Pj.RUPATT DOGTYAT, 

rlitP1~plum ni ' l(igi:tm!\ni 
pada tanggal : 20 Maret 2024 

Bendahara Kampung 

Kampung , 2024 

................. Jumlah 

dst 

2 .. . ~ - ------t-------t-"-"'~"~"·~ ... ~ .. ·~·--f-~ ... ~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ .. ~·---+-~"·~ ... ~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ -1----- 
1 

No Tanggal Saldo (Rp) Penvetoran (Rp) 
Pemotongan 

(Rp) 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
PEMERINTAH KAMPUNG DISTRIK .. 

TAI IUN ANGGARAN 2024 
Periode s/d 2024 

f. Buku Kas Pembantu Pajak (BKPP) 

-38- 
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